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Abstrak
 

Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan

kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah

provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta tujuan strategis nasional. Namun, penyelenggaraan

pendidikan menengah tidak sepenunya sesuai dengan kriteria yang ditentukan undang-undang. Sehingga

terdapat beberapa masalah dan hambatan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metodologi

yuridis normatif dengan melihat doktrin, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, digunakan tipologi deskriptif dan jenis data sekunder. Serta dilakukan wawancara kepada

informan dan narasumber sebagai validasi data. Terdapat 2 rumusan masalah yang diangkat dalam

penelitian ini yang pertama terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang kedua terkait implementasi

terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros dari pelaksanaan pengalihan

kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten ke Provinsi. Dalam implementasi pengalihan

kewenangan ini, menuai berbagai macam masalah seperti di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten

Maros mulai dari efisiensi keberadaan cabang dinas yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas

Pendidikan Provinsi, jalur koordinasi yang sangat panjang, hilangnya peran Dinas Pendidikan Provinsi

sebagai koordinator dan pengawas lintas Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, dan persoalan keuangan yang

selalu terlambat dalam pencairannya baik dana bantuan operasional sekolah hingga gaji dan tunjangan guru

yang sering dikeluhkan beberapa SMA di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap

UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur terkait pengaturan manajemen penyelenggaraan pendidikan

menengah.

......The Regional Government Law currently in effect is Law no. 23 of 2014 has transferred the

management authority of secondary education management, namely from districts/cities to provincial

regional governments, which of course has many implications for regions in districts/cities. According to

Law Number 23 of 2014, the division of government affairs must be based on the principles of

accountability, efficiency and externality as well as national strategic objectives. However, the

implementation of secondary education is not entirely in accordance with the criteria determined by law. So

that there are several problems and obstacles in its implementation. This study uses a normative juridical
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methodology by looking at doctrine, jurisprudence, and applicable laws and regulations. In addition,

descriptive typology and secondary data types are used. As well as conducting interviews with informants

and sources as data validation. There are 2 formulations of the problem raised in this study, the first is

related to the authority of the Provincial Government and the Regency/City Regional Government in

implementing primary and secondary education. Province. In implementing this transfer of authority, it

reaped various problems such as in South Sulawesi Province and Maros Regency starting from the

efficiency of the existence of service branches which are extensions of the Provincial Education Office, very

long coordination paths, the loss of the role of the Provincial Education Office as coordinator and supervisor

across districts / Cities in South Sulawesi, and financial problems that are always late in disbursing both

school operational assistance funds to teacher salaries and allowances which are often complained of by

several high schools in Maros Regency. Therefore, it is necessary to amend Law no. 23 of 2014 which

regulates management arrangements for the implementation of secondary education.


